
 
BUPATI KEBUMEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN 
NOMOR 2  TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  NOMOR 56 TAHUN 2024  

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PERLINDUNGAN  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KEBUMEN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KEBUMEN, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai 

penetapan penerima program perlindungan jaminan 

sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, perlu 

mengubah Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 

tentang Penyelenggaraan Program Perlindungan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten 

Kebumen;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati  

Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan 

Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

di Kabupaten Kebumen;  

Mengingat 

 

: 

 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir  dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah  beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja 

dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja 

dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6427); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5715); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5730); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6649); 

13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang 

Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); 

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan 

Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 247); 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua atas  Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI  NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG 

PENYELENGGARAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN 

SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KEBUMEN. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan ayat (6) Pasal 10 Peraturan Bupati Kebumen 

Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program 

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di 

Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2024 Nomor 56) diubah, sehingga  berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 10 

 

(1) Pekerja Rentan antara lain: 

a. petani atau buruh tani; 

b. nelayan; 

c. tukang ojek; 

d. pedagang; 

e. juru parkir; 

f. supir angkutan; 

g. tukang becak; 

h. pengelola tempat ibadah; 

i. tenaga pendidikan keagamaan non formal; dan 

j. kuli panggul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) Dalam rangka program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

bagi Pekerja Rentan, Pemerintah Daerah dapat memberikan stimulus 

Bantuan Iuran sesuai kemampuan keuangan Daerah. 

(3) Program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  diberikan dengan syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Pekerja, berusia antara 18 (delapan belas) sampai dengan 65 (enam 

puluh lima) tahun saat didaftarkan yang dibuktikan dengan surat 

pernyataan dari Kepala Desa/Lurah bermeterai cukup; 

b. penduduk dan berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu 

Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen; dan 

c. tidak sedang mendapatkan  program perlindungan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara.  

(4) Penetapan penerima Bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan dengan 

mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi 

disabilitas pekerjanya. 

(5) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dilaksanakan berdasarkan data aktual hasil koordinasi Perangkat Daerah 

yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan 

bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

(6) Penerima Bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah 

yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kebumen. 

                                              Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 8 Januari 2025               
BUPATI KEBUMEN, 
 
       ttd. 
 
ARIF SUGIYANTO 

Diundangkan di Kebumen 

pada tanggal 8 Januari 2025 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN, 
 
    ttd. 
 
EDI RIANTO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 2 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH  KABUPATEN KEBUMEN, 

ttd. 

AKHMAD HARUN, S.H. 

Pembina Tk. I 

NIP 19690809 199803 1 006 

 


